BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan tentang Analisis Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Dilihat dari Target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor
pada Badan Pendapatan | di Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dan penurunan
setiap tahunnya. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa
penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016-2020 memiliki
persenan yang naik turun setiap tahunnya, dimana tahun 2016-2019
realisasi penerimaan pajak kedaraan bermotor terus meningkat
melebihi target, sedangkan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak
kendaraan bermotor tidak mencapai target. Hal tersebut, dapat berubah
tergantung hasil realisasi pajak kendaraan bermotor dari target yang
telah ditetapkan.

2. Beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan
bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Prilaku wajib
pajak, Pemahaman tentang pajak kendaraan bermotor masih rendah,
adanya covid-19, tingkat penghasilan atau faktor ekonomi, kendaraan
berada di daerah yang jarang melintas di jalan kota (jalan protokol),
membeli kendaraab dengan plat luar daerah, status kendaraan yang

masih kredit dan kendaraan hilang atau dicuri.
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6.2

Saran

1.

Sebaiknya Badan Pendapatan I di Badan Pendapatan dan aset Daerah\
Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih sigap dan tegas dalam
merealisasikan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat
mencapai target, dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang
tidak menjalankan kewajiban membayar pajaknya.

Disarankan kepada Bidang Layanan dan Keberatan di Pendapatan I
pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur untuk lebih tegas dalam menindak lanjuti wajib pajak yang
tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda
atau menilang kendaraan yang pajaknya tertunggak agar penerimaan
pajak kendaraan bermotor per tahunnya tetap maksimal dan terus

meningkatkan penerimaan pajak daerah.
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